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LAMPIRAN III : 
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 
:
30 TAHUN  2016

TANGGAL 
:
30 NOVEMBER 2016
TENTANG 
:

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR 
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

	No.
	Unit
	Tugas Dan Fungsi

	1.


	Sekretariat Daerah
	Tugas :

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 

d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.


	2.
	Staf Ahli
	Tugas :
Staf Ahli mempunyai tugas membantu Bupati dengan memberikan telaahan mengenai masalah kebijakan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penelaahan masalah sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
b. pelaksanaan tugas insidentil dari Bupati dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

c. pemberian informasi kepada Bupati apabila ditemukan adanya potensi atau permasalahan yang segera perlu diambil tindakan penanggulangannya.

d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas; 

e. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



	3.
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
	Tugas :

Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam perumusan  kebijakan dan koordinasi, pemantauan, evaluasi kebijakan dan Layanan administrasi urusan pemerintahan yang meliputi Administrasi Kesejahteraan Rakyat (bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan dan kearsipan), administrasi pemerintahan (bidang adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat), Administrasi Kemasyarakatan (bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, perpustakaan dan kearsipan), (bidang peyusunan peraturan perundang – undangan, dokumentasi hukum, bantuan hukum dan HAM, kehumasan dan keprotokolan)
Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi program serta pelayanan administrasi urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, perpustakaan dan kearsipan;

b. fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi,  pemantauan dan evaluasi program serta pelayanan administrasi urusan pemerintahan bidang adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat Desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta perlindungan masyarakat;

c. fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi program serta pelayanan administrasi urusan pemerintahan bidang  komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

d. fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi,  pemantauan dan evaluasi program dan pelayanan peyusunan peraturan perundang – undangan, dokumentasi hukum, bantuan hukum dan HAM, kehumasan dan keprotokolan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.


	4.
	Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
	Tugas :

Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan dan administrasi kewilayahan yang meliputi kecamatan dan kelurahan, aparatur pemerintahan dan otonomi daerah serta fasilitasi sekretariat pengelolaan perbatasan bagi daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain atau kerjasama untuk daerah yang tidak berbatasan dengan negara lain. 

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bagian Pemerintahan; 

b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi kewilayahan;
c. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang Forkopimda, kerjasama, pemilihan umum;

d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang administrasi dan perangkat kecamatan, penetapan, perubahan batas daerah, pembentukan, penghapusan, perubahan Nama Daerah dan Kecamatan serta Pemindahan, Perubahan Nama Ibu Kota Wilayah / Daerah dan Kecamatan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Kecamatan;

e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang penyelenggaraan Otonomi Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan;
f. pelaksanaan perumusan kebijakan,  koordinasi, pemantauan dan evaluasi program serta pelayanan administrasi urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat Desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
g. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan di bidang pemerintahan dan administrasi kewilayahan;
h. pelaksanaan pemerosesan administrasi perijinan perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat dan Pegawai Pemerintah Daerah, Pimpinan serta Anggota DPRD;
i. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.



	
	Sub Bagian Administrasi Kewilayahan
	Tugas :

Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas melakukan penyiapan  bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di Bidang  Administrasi Kewilayahan. 

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Administrasi Kewilayahan,  mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang Administrasi Kewilayahan batas daerah, kecamatan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi dan perangkat kecamatan, kelurahan, penetapan, perubahan batas daerah, kecamatan dan kelurahan;
d. penyiapan bahan administrasi pembentukan, penghapusan, pemekaran kabupaten, kecamatan dan kelurahan, perubahan daerah / nama ibu kota kebupaten dan kecamatan / kelurahan;

e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah.



	
	Sub Bagian Pemerintahan
	Tugas :

Sub Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan  bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang pemerintahan.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Pemerintahan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama dengan instansi terkait, legislatif serta lembaga lainnya di bidang  pemerintahan;

c. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan koordinasi bidang Forkopimda, kerjasama dan pemilihan Presiden, pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, pemilihan Bupati / Wakil Bupati dan pemilihan Legislatif;

d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi program serta pelayanan adminstrasi urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa;
e. penyiapan bahan pemerosesan administrasi perijinan perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat dan Pegawai Pemerintah Daerah, Pimpinan serta Anggota DPRD;
f. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pemerintahan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah.


	
	Sub Bagian Otonomi Daerah  
	Tugas :

Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan  bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang Otonomi Daerah.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Otonomi Daerah dan Ketertiban Umum  mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Otonomi Daerah;

b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang Otonomi Daerah; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang otonomi daerah serta tugas pembantuan;
d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi program serta pelayanan adminsitrasi urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Otonomi Daerah;
f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah.



	5.
	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Tugas :

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengedalian penduduk dan keluarga berencana, serta koordinasi kerukunan umat beragama.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bagian kesejahteraan rakyat; 

b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam penyusunan kebijakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian penduduk dan KB, perpustakaan dan kearsipan;

c. pelaksanaan pembinaan urusan pemerintahan di bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, perpustakaan dan kearsipan; 

d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bagian Kesejahteraan Rakyat;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.



	
	Sub Bagian Agama 
	Tugas :

Sub Bagian Agama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaan di bidang keagamaan.  

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Agama mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan sub bidang agama; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dan penyusunan kebijakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan yang meliputi pengurusan adminisrasi bantuan terhadap organisasi keagamaan dan pengurusan koordinasi penyelenggaraan haji;

c. penyiapan  bahan pelaksanaan pembinaan di bidang keagamaan yang meliputi pengurusan adminisrasi bantuan terhadap organisasi keagamaan serta pengurusan koordinasi penyelenggaraan haji; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi kegiatan di bidang keagamaan; 

e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Agama;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.



	
	Sub Bagian Sosial
	Tugas :

Sub Bagian sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan penyusunan kebijakan di bidang Sosial.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Sosial mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Sosial;

b. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dan penyusunan kebijakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
c. penyiapan  bahan pelaksanaan pembinaan urusan pemerintahan di bidang Sosial meliputi kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Sosial;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.



	
	Sub Bagian Kepemudaan, Olah Raga Kebudayaan Dan Pariwisata
	Tugas :

Sub Bagian Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata mempunyai tugas Penyiapan  bahan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan Pariwisata.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata;

b. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam penyusunan kebijakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata; 

c. penyiapan  bahan pelaksanaan pembinaan di bidang kepemudaan, olah raga dan seni budaya dan pariwisata; 

d. penyiapan bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.



	6.
	Bagian Hukum
	Tugas :

Bagian Hukum mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang – undangan, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi, informasi serta penyuluhan hukum.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Bagian Hukum mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bagian Hukum; 
b. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah  lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;

d. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum; 

e. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup  penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;

f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.



	
	Sub Bagian Perundang Undangan
	Tugas :

Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan di bidang perundang-undangan. 

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perundang-Undangan;
b. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan produk hukum serta pengendalian impelementasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang peraturan perundang-undangan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perundang-Undangan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.



	
	Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM
	Tugas :

Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang bantuan hukum dan HAM. 

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM mempunyai uraian fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM;

b. penyiapan  bahan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang bantuan hukum dan HAM;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang bantuan hukum dan HAM;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.



	
	Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum
	Tugas :

Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang dokumentasi dan informasi hukum.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum;

b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang dokumentasi dan informasi hukum;

c. penyiapan bahan inventarisasi, dokumentasi, sosialisasi, penyuluhan hukum, evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, diseminasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang dokumentasi dan informasi hukum;

e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.



	7.
	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
	Tugas :

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan  tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang penyelenggaraan kehumasan Bupati dan Wakil Bupati, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu, urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kehumasan Bupati dan Wakil Bupati, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu;

c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan kehumasan Bupati dan Wakil Bupati, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu;

d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya di bidang penyelenggaraan kehumasan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu;

e. pelaksanaan juru bicara Bupati dan Pemerintah Kabupaten;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi  penyelenggaraan pemerintahan  di  bidang  penyelenggaraan kehumasan Bupati dan Wakil Bupati, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu;
g. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
h. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.



	
	Sub Bagian Hubungan Masyarakat
	Tugas :

Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan  bahan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang hubungan masyarakat.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Hubungan Masyarakat;

b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan di bidang hubungan masyarakat;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang hubungan masyarakat;

d. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Hubungan Masyarakat;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.


	
	Sub Bagian Protokol
	Tugas :

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang protokol.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Protokol;

b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan di Bidang Protokol yang meliputi penyediaan tempat acara / rapat, akomodasi dan komsumsi, verifikasi perjalanan dinas pimpinan, penerimaan tamu daerah, mengatur persiapan kunjungan Bupati/Wakil Bupati ke dalam dan ke luar daerah;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang protokol;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Protokol;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.


	8.
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan  
	Tugas :

Asisten Perekonomian Dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan, serta kegiatan yang meliputi Administrasi Pembangunan (bidang perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan), Administrasi Sumber Daya Alam (bidang pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan), Administrasi Perekonomian (bidang penanaman modal, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, transmigrasi, tenaga kerja  dan Badan Usaha Milik Daerah), unsur penunjang urusan pemerintahan (bidang perencanaan, penelitian dan pengambangan), Layanan Pengadaan Barang / Jasa lingkup Kabupaten Muara Enim.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Perekonomian Dan Pembangunan  mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis kegiatan di Sekretariat Daerah meliputi Perekonomian, Pembangunan, Sumber Daya Alam, dan Layanan Pengadaan Barang / Jasa;

b. pengkoordinasian perencanaan kegiatan di Sekretariat Daerah meliputi Perekonomian, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Layanan Pengadaan Barang / Jasa;

c. fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi,  pemantauan dan evaluasi program serta pelayanan administrasi urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan;
d. fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi,  pemantauan dan evaluasi program serta pelayanan administrasi urusan pemerintahan bidang bidang penanaman modal, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, transmigrasi, tenaga kerja  dan Badan Usaha Milik Daerah;
e. pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di Sekretariat Daerah meliputi Perekonomian, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Layanan Pengadaan Barang / Jasa;

f. pelaksanaan koordinasi penyusunan pembinaan kegiatan di Sekretariat Daerah meliputi Perekonomian, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Layanan Pengadaan Barang / Jasa;

g. pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan di Sekretariat Daerah meliputi Perekonomian, Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Layanan Pengadaan Barang / Jasa;
h. fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi,  pemantauan dan evaluasi program dan pelayanan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengambangan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.



	9.
	Bagian Pembangunan
	Tugas :

Bagian Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan  tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya, penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Bagian Pembangunan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bagian Pembangunan;
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;

c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;

e. pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.



	
	Sub Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur
	Tugas :

Sub Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi administrasi pembangunan dan infrastruktur daerah. 

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur mempunyai fungsi :

a. penyiapan  bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur;

b. penyiapan bahan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi program serta pelayanan administrasi urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan;
c. penyiapan bahan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi program serta pelayanan administrasi urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan.



	
	Sub Bagian evaluasi Dan Pelaporan
	Tugas :

Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administrasi dalam pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pembangunan daerah.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. penyiapan  bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan;

b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis operasional koordinasi teknis dalam pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pembangunan daerah; 

c. penyiapan bahan koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pembangunan daerah;

d. penyusunan dan pembinaan administrasi dalam rangka evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan pembangunan daerah;

e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan.


	10.
	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam  
	Tugas :

Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral serta Badan Usaha Milik Daerah.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam;
b. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, serta Analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah;

c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, serta Analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah;

e. pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah; 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian Dan Pembangunan.



	
	Sub Bagian Sumber Daya Alam
	Tugas :

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan  kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan Layanan administrasi urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Sumber Daya Alam; 

b. penyiapan bahan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program serta pelayanan administrasi urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup, kehutanan; 

c. penyiapan bahan fasilitasi pemantauan dan evaluasi program urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup, kehutanan;
d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Administrasi Sumber Daya Alam;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam.



	
	Sub Bagian Perekonomian Dan Badan Usaha Milik Daerah  
	Tugas :

Sub Bagian Perekonomian Dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan kebijakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, transmigrasi, tenaga kerja dan Badan Usaha Milik Daerah.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perekonomian Dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perekonomian Dan Badan Usaha Milik Daerah; 

b. penyiapan bahan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program serta pelayanan administrasi urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, transmigrasi, tenaga kerja dan Badan Usaha Milik Daerah; 

c. penyiapan bahan fasilitasi pemantauan dan evaluasi program urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, koperasi, usaha Kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, transmigrasi, tenaga kerja dan Badan Usaha Milik Daerah; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perekonomian Dan Badan Usaha Milik Daerah; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.



	11.
	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
	Tugas :

Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan  tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang pengadaan barang dan jasa. 

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; 
b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa;

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa;
d. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah kabupaten;

e. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pengadaan barang dan jasa;

f. pelaksanaan penyelesaian sanggah di bidang pengadaan barang dan jasa;

g. pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan barang dan jasa;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.



	
	Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa


	Tugas :

Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas  Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa; 

c. penyiapan  bahan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pengadaan barang dan jasa;
e. penyiapan bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.



	
	Sub Bagian  Evaluasi Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah


	Tugas :

Sub Bagian  Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah mempunyai tugas melakukan penyiapan  bahan fasilitasi, koordinasi, pengendalian dan evaluasi penyusunan kebijakan di bidang evaluasi, pelaporan dan penyelesaian sanggah.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas  Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah ; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang  evaluasi, pelaporan dan penyelesaian sanggah; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi, pelaporan dan penyelesaian sanggah;
d. penyiapan bahan pelaksanaan penyelesaian sanggah di bidang pengadaan barang dan jasa; 

e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah; 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.



	12.
	Asisten Administrasi Umum
	Tugas :

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi terkait dengan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, administrasi keuangan, umum, perlengkapan dan dukungan penyelenggaraan pemeritahan daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan serta Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis kegiatan di Sekretariat Daerah meliputi Administrasi Umum, bidang kelembagaan dan analisa jabatan, tatalaksana dan pelayanan publik,  akuntabilitas kinerja dan pemberdayaan aparatur, sarana dan prasarana, ketatausahaan, rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, perencanaan dan pelaporan pada ruang lingkup Asisten Administrasi Umum;

b. pengkoordinasian perencanaan kegiatan di Sekretariat Daerah meliputi Administrasi Umum,  bidang kelembagaan dan analisa jabatan, tatalaksana dan pelayanan publik,  akuntabilitas kinerja dan pemberdayaan aparatur, sarana dan prasarana, ketatausahaan, rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, perencanaan dan pelaporan pada ruang lingkup Asisten Administrasi Umum;

c. pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di Sekretariat Daerah meliputi Administrasi Umum bidang kelembagaan dan analisa jabatan, tatalaksana dan pelayanan publik,  akuntabilitas kinerja dan pemberdayaan aparatur, sarana dan prasarana, ketatausahaan, rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, perencanaan dan pelaporan pada ruang lingkup Asisten Administrasi Umum;

d. pelaksanaan koordinasi penyusunan pembinaan kegiatan di Sekretariat Daerah meliputi Administrasi Umum bidang kelembagaan dan analisa jabatan, tatalaksana dan pelayanan publik,  akuntabilitas kinerja dan pemberdayaan aparatur, sarana dan prasarana, ketatausahaan, rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, perencanaan dan pelaporan pada ruang lingkup Asisten Administrasi Umum;

e. pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan di Sekretariat Daerah meliputi Administrasi Umum bidang kelembagaan dan analisa jabatan, tatalaksana dan pelayanan publik,  akuntabilitas kinerja dan pemberdayaan aparatur, sarana dan prasarana, ketatausahaan, rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, perencanaan dan pelaporan pada ruang lingkup Asisten Administrasi Umum;

f. penyelenggaraan pembinaan administrasi dalam penyusunan program kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.



	13.
	Bagian Organisasi
	Tugas :

Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bagian Organisasi; 
b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi;

c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi;

e. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi;
f. penyiapan bahan pembinaan administrasi dalam penyusunan program kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.



	
	Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan
	Tugas :

Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan.

c. penyiapan bahan fasilitasi bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan.
d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan;

e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi.



	
	Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik
	Tugas :

Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang tatalaksana dan pelayanan publik.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik;

b. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi serta penyusunan kebijakan di bidang tatalaksana dan pelayanan publik;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang tatalaksana dan pelayanan publik serta Survey Kepuasan Masyarakat;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi.



	
	Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Dan Pemberdayaan Aparatur
	Tugas :

Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pemberdayaan Aparatur mempunyai tugas melakukan penyiapan  bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang akuntabilitas kinerja dan pemberdayaan aparatur.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pemberdayaan Aparatur mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pemberdayaan Aparatur;

b. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang Akuntabilitas Kinerja dan Pemberdayaan Aparatur;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang Akuntabilitas Kinerja dan Pemberdayaan Aparatur; 
d. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah;
e. penyiapan bahan pembinaan administrasi dalam penyusunan program kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
f. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pemberdayaan Aparatur;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi.



	14.
	Bagian Umum 
	Tugas :

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ; penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang tata usaha, sarana prasarana dan rumah tangga. 

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bagian umum; 

b. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan di bidang tata usaha, sarana prasarana dan rumah tangga ; 

c. pelaksanaan pembinaan di bidang tata usaha, sarana prasarana dan rumah tangga; 

d. pelaksanaan perencanaan dan pengadaan, distribusi dan pengelolaan aset di lingkungan sekretariat daerah;
e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata usaha, sarana prasarana dan rumah tangga; 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.



	
	Sub Bagian Tata Usaha 
	Tugas :

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang tata usaha Sekretariat Daerah dan Staf Ahli

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Tata Usaha;
b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan di bidang tata usaha yang meliputi kegiatan administrasi surat-menyurat, verifikasi perjalanan dinas lingkup Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang tata usaha; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.



	
	Sub Bagian Sarana Dan Prasarana
	Tugas :

Sub Bagian Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang sarana dan prasarana.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Sarana Dan Prasarana; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan di bidang urusan sarana dan prasarana yang meliputi pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dan pemeliharaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan pengadaan, distribusi dan pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah;
d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang sarana dan prasarana; 

e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Sarana Dan Prasarana;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.



	
	Sub Bagian Rumah Tangga
	Tugas :

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang rumah tangga.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Rumah Tangga; 
b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan di bidang urusan rumah tangga yang meliputi penyediaan tempat rapat, akomodasi dan konsumsi, taman, pemeliharaan kendaraan dinas jabatan, kebersihan dan keamanan di lingkungan sekretariat daerah dan rumah dinas pimpinan; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang urusan rumah tangga; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Urusan Rumah Tangga;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.



	15.
	Bagian Administrasi Keuangan dan Aset
	Tugas :

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan rencana kerja, pencatatan dan pelaporan di bidang anggaran dan akuntansi dan aset di lingkungan Sekretariat Daerah. 

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Bagian Adminisrasi Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bagian Administrasi Keuangan dan Aset; 

b. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan di bidang anggaran, dan akuntansi meliputi penyiapan bahan usulan bendahara pengeluaran serta pejabat pengelola keuangan lainnya pada Sekretariat Daerah untuk ditetapkan oleh Bupati;

c. pelaksanaan pembinaan di bidang anggaran,  akuntansi dan aset dilingkungan Sekretariat Daerah;
d. pelaksanaan administrasi aset di lingkungan sekretariat daerah meliputi pencatatan, verifikasi dan pelaporan aset; 

e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bagian Adminisrasi Keuangan dan Aset; 

f. penyiapan bahan pembinaan administrasi dalam penyusunan program kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan; 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.



	
	Sub Bagian Anggaran
	Tugas :

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang Anggaran. 

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Anggaran mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Anggaran; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang anggaran; 

c. penyiapan bahan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, anggaran kas atas tagihan surat permintaan pembayaran dan penyiapan penerbitan surat perintah membayar atas beban anggaran Sekretariat Daerah;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Anggaran.
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset.



	
	Sub Bagian Akuntansi
	Tugas :

Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan, pencatatan dan pelaporan di bidang akuntansi.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Akuntansi mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Akuntansi; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang akuntansi; 

c. penyiapan bahan dan dokumen untuk menguji kebenaran atas pencatatan transaksi penerimaan dan pembayaran oleh Bendahara untuk bahan penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah
d. penyiapan bahan dan dokumen untuk menguji kebenaran atas pencatatan transaksi, mutasi, perolehan dan penghapusan aset yang diselenggarakan oleh petugas pengelola barang dan atau petugas yang menyelenggarakan aset  untuk bahan penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah;
e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Akuntansi;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Adminitrasi Keuangan.

	
	Sub Bagian Administrasi Aset
	Tugas :

Sub Bagian Administrasi Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan administrasi dan penyusunan kebijakan, pencatatan, verifikasi dan pelaporan di bidang administrasi aset Sekretariat Daerah.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Administrasi Aset mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Administrasi Aset;

b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang administrasi aset;

c. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi aset di lingkungan sekretariat daerah meliputi pencatatan, verifikasi dan pelaporan aset;
d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Administrasi Aset;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Keuangan Dan Aset.


	16.
	Kelompok Jabatan Fungsional
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